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BAB II 

 
TINJAUAN UMUM HAK ATAS TANAH 

 

 
A.  HAK ATAS TANAH 

 
Tanah dalam terminology asing disebut dengan Land, Soil (Inggris), 

Adama (Semit) dan dalam beberapa terminology daerah disebut dengan Siti, 

Bumi,  Lemah  (Jawa);  Pelemahan  (Bali),  Taneuh,  leumah  (Sunda);  Petak, 

Bumi (Dayak); Rai (Tetum). Perbedaan istilah terjaadi bukan sekedar karena 

adanya perbedaan bahasa, namun lebih dari itu karena perbedaan pemaknaan 

tanah oleh manusia yang menguasai atau menggunakannya.
12

 

 

Tanah yang dulu dipandang dari sudut sosial, yang tercakup dalam 

lingkup hukum adat, hak ulayat dan fungsi sosial, kini mulai dilihat dari sudut 

ekonomi, sehingga tepat apabila Perserikatan Bangsa-bangsa mensinyalir 

bahwa saat ini masalah pertanahan tidak lagi menyangkut isu kemasyarakatan 

tetapi telah berkembang menjadi isu ekonomi.
13

 

 

Bertambahnya kegiatan/aktivitas manusia setiap hari sangat 

berpengaruh pada pemanfaatan tanah tersebut. Sebutan tanah dapat kita pakai 

dalam berbagai arti, maka dalam penggunaannya perlu diberi batasan, agar 

diketahui dalam arti tersebut digunakan dalam hukum tanah, kata sebutan 

“tanah” dipakai dalam arti juridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi 

batasan resmi oleh UUPA, dengan demikian bahwa tanah dalam pengertian 
 

 
 
 

12 
Julius Sembiring Tanah Dalam Perspektif Filsafat Hukum. Jurnal Hukum hal 3. 

13 
Muhammad Yamin dan Rahim Lubis, Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria, Medan : 

Pustaka Bangsa Press, 2004, Halaman 26. 
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juridis adalah permukaan bumi ayat (1),sedang hak atas tanah adalah hak atas 

sebagian tertentu permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan 

ukuran panjang dan lebar, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(1994) tanah adalah: 

 

a.   Permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali. 

b.   Keadaan bumi disuatu tempat. 

c.   Permukaan bumi yang diberi batas. 

 
d.   Bahan-bahan dari bumi, seperti: pasir, cadas, napal, dan 

sebagainya.
14

 

Tanah dalam arti hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam 

kehidupan manusia karena dapat menentukan keberadaan dan kelangsungan 

hubungan dan perbuatan hukum, baik dari segi individu maupun dampak bagi 

orang lain. Untuk mencegah masalah tanah tidak sampai menimbulkan konflik 

kepentingan dalam masyarakat, diperlukan pengaturan, penguasaan dan 

penggunaan tanah atau dengan kata lain disebut dengan hukum tanah.
15

 

 

Tanah merupakan sumber daya alam yang bisa mempunyai berbagai 

bentuk dan ukuran, bisa dilihat sebagai benda merupakan tempat tumbuh bagi 

tanaman dimana ukurannya adalah subur dan gersang, bisa juga sebagai benda 

diukur dengan ukuran besar atau isi (volume) misalnya satu ton tanah atau satu 

meter kubik tanah, dan akhirnya tanah bisa dipandang sebagai ruang muka 

bumi sesuai Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 
 
 
 

14 Boedi Harsono, Op. Cit, Hlm 18. 
15 

Wantijk Saleh, Hak Anda Atas Tanah, Jakarta, Ghalia Indonesia 1982, Hlm 7. 
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Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
 

1960) dimana ukurannya luas, misalnya ha, m
2
, tombak, bahu dan sebagainya. 

Tanah dalam ukuran luas harus dipakai ditempat dimana tanah berada. 

 
Belakangan ini ada usaha untuk mengganti istilah tanah dalam ukuran 

luas yang dikenal dengan istilah “lahan”. Usaha ini bertujuan baik, yaitu untuk 

memperkaya perbendaharaan kata-kata bahasa Indonesia. Akan tetapi 

tampaknya  “lahan”  dan  “tanah”  harus  hidup  berdampingan,  karena  istilah 

yang baru ini tidak akan bisa sepenuhnya mendesak mundur istilah yang lain. 

Hal ini disebabkan kata-kata seperti tanah air, tanah tumpah darah, tanah 

warisan, tanah wakaf, sertifikat tanah telah menjadi istilah baku secara historis 

maupun secara yuridis, dalam melaksanakan tugas mengemban Undang- 

Undang Nomor 5 Tahun 1960. Ada pula akhir-akhir ini diperkenalkan kata 

“ruang”, akan tetapi sampai saat ini belum ada yang dengan jelas dan tegas 

bisa mengatakan apa yang dimaksud dengan “ruang”, kalau bukan tanah 

permukaan bumi (Pasal 4 Ayat(1)Undang Nomor 5 Tahun 1960). Undang- 

Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(selanjutnya disebut 

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007) membagi ruang atas ruang daratan 

(tanah), ruang lautan/perairan dan ruang angkasa. 

 

Berdasarkan  pengertian  tersebut,  tampak  bahwa  tanah,  lahan,  dan 

ruang harus hidup berdampingan, tetapi harus diukung oleh landasan hukum 

yang benar. Perlu diperhatikan bahwa tanah sebagai ruang, di samping aspek 

fisik, mempunyai dua aspek lain yang penting, yaitu hak dan penggunaan. 
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Pembangunan wilayah adalah usaha yang bertujuan untuk membuat 

masyarakat sejahtera baik lahir maupun batin yang dilaksanakan di atas 

wilayah. Wilayah menurut ilmu wilayah adalah satu wilayah administrasi, bisa 

Propinsi, Kabupaten/Kota atau lainnya. Dengan demikian wilayah juga 

menyangkut tanah ruang muka bumi dimana pengelolaannya dikaitkan dengan 

administrasi pemerintahan. 

 

Kebijakan penggunaan tanah di Indonesia dituangkan dalam Pasal 2 

 
Ayat(3)Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, bahwa tanah itu harus 

digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan berencana 

sesuai dengan Pasal 14 dan adanya kewajiban untuk memelihara dan 

menambah kesuburan tanah yang dipergunakan tersebut. 

 

Pada pasal 33 (1) UUD 1945, dikatakan bahwa “bumi air dan ruang 

angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada 

tingkatan   tertinggi   dikuasai   oleh   Negara”.   Negara   sebagai   organisasi 

kekuasaan seluruh rakyat. Hak menguasai dari negara termasuk dalam UUPA 

Pasal 1 ayat (2) memberi wewenang kepada negara untuk: mengatur dan 

menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan mengatur 

hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang 

angkasa; menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan 

perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. 

 

“Hak” pada hakekatnya adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum 

kepada Seseorang terhadap sesuatu (benda/prestasi), sehingga menimbulkan 
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hubungan hukum antara keduanya (hubungan subjek objek). Jadi apabila 

seseorang memperoleh sesuatu hak atas tanah, maka pada orang tersebut telah 

melekat kekuasaan atas tanah yang disertai pula dengan kewajiban yang 

diperintahkan  oleh  hukum,  dan  perolehan  hak  atas  tanah  pada  prinsipnya 

dapat dibedakan dalam: 

 

1.  Perolehan secara originair, yaitu perolehan secara asli, misalnya dengan 

membuka tanah ( okupasi ); 

2.   Perolehan secara derivatif, adalah perolehan karena terjadinya peralihan 

hak secara yuridis, misalnya jual - beli, tukar - menukar dan lain 

sebagainya.
16

 

Pasal 4 ayat (1) UUPA Menjelaskan bahwa Atas dasar hak menguasai 

 
dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya  macam- 

macam   hak   atas   permukaan   bumi,   yang   disebut   tanah,   yang   dapat 

diberikan            kepada            dan            dipunyai            oleh            orang- 

orang  baik  sendiri  maupun  bersama-sama dengan orang lain serta badan- 

badan hukum. Pasal  ini  memberi  wewenang  untuk mempergunakan tanah 

yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada 

diatasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan 

dengan    penggunaan    tanah    itu    dalam    batas-batas    menurut    undang- 

undang ini  dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi. 
 
 
 
 
 
 
 

16 
Hapusnya Hak Atas Tanah di akses di landdiary.blogspot.com/2009/12/hapusnya-hak-atas- 

tanah.html. tanggal 13 Oktober 2015 pukul 14.23 WIB 
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Hak atas tanah bersumber dari hak menguasai dari negara atas tanah 

dapat diberikan kepada perseorangan baik warga negara Indonesia mapupun 

warga   segara asing, sekelompok orang secara bersama-sama, dan badan 

hukum baik badan hukum privat maupun badan hukum publik.  Wewenang 

yang  dipunyai  oleh  pemegang  hak  atas  tanah  terhadap  tanahnya  dibagi 

menjadi 2, yaitu: 

 
1.   Wewenang Umum 

 

 
 

Wewenang yang bersifat umum yaitu pemegang hak atas tanah 

mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya, termasuk juga tubuh 

bumi dan air danruang yang ada di atasnya sekadar diperlukan untuk 

kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam 

batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan hukum lain. 

 
2.   Wewenang Khusus 

 

 
 

Wewenang yang bersifat khusus yaitu pemegang hak atas tanah 

mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan macam 

hak atas tanahnya, misalnya wewenang pada tanah Hak Milik adalah dapat 

untuk kepentingan pertanian dan atau mendirikan bangunan, HGB untuk 

mendirikan bangunan, HGU untuk kepentingan pertanian, perkebunan, 

perikanan dan peternakan. 

 
Macam-macam hak atas tanah dimuat dalam pasal 16 Jo 53 UUPA, 

yang dikelompokkkan menjadi 3 bidang, yaitu: 
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1.   Hak atas tanah yang bersifat tetap 
 

 
 

Hak-hak atas tanah ini akan tetap ada selama UUPA masih berlaku 

atau belum dicabut dengan undang-undang yang baru. Contoh: HM. HGU, 

HGB, HP, Hak Sewa untuk Bangunan dan Hak Memungut Hasil Hutan. 

 
2.   Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang 

 

 
 

Hak  atas  tanah  yang  akan  lahir  kemudian,  yang  akan  ditetapkan 

dengan undang-undang. 

 
3. Hak atas tanah yang bersifat sementara 

 

 
 

Hak atas tanah ini sifatnya sementara, dalam waktu yang singkat akan 

dihapus dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan, feodal dan 

bertentangan dengan jiwa UUPA. Contoh: Hak Gadai,, Hak Usaha Bagi Hasil, 

Hak Menumpang, dan Hak Sewa Tanah Pertanian. Dari segi asal tanahnya, 

hak atas tanah dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu: 

 
1. Hak atas tanah yang bersifat primer 

 

 
 

Yaitu hak atas tanah yang bersala dari tanah negara. Contoh: HM, 

HGU, HGB Atas Tanah Negara, HP Atas Tanah Negara. 

 
2.   Hak atas tanah yang bersifat sekunder 

 

 
 

Hak atas tanah yang berasal dari tanah pihak lain. Contoh: HGB Atas 

 
Tanah Hak Pengelolaan, HGB Atas Tanah Hak Milik, HP Atas Tanah Hak 
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Pengelolaan, HP Atas Tanah Hak Milik, Hak Sewa Untuk Bangunan, Hak 

Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang, dan Hak Sewa Tanah 

Pertanian 

 
Tanah diberikan kepada dan dipunyai oleh orang dengan hak-hak yang 

disediakan oleh UUPA untuk digunakan dan dimanfaatkan. Menurut Wantjik 

Saleh, dengan diberikannya hak atas tanah, maka antara orang atau badan 

hukum itu telah tcrjalin suatu hubungan hukum, dimana dapat dilakukan 

perbuatan hukum oleh yang mempunyai hak itu terhadap tanah kepada pihak 

lain.
17

 

 

Pasal 22 ayat (2), Pasal 31 dan Pasal 37 UUPA mengatur bahwa 

terjadinya hak atas tanah salah satunya adalah melalui penetapan Pemerintah. 

Penetapan Pemerintah tersebut selain dilakukan terhadap obyek tanah yang 

bukti haknya merupakan hak-hak lama (baik bekas hak Barat maupun bekas 

Hak Adat) juga dilakukan terhadap obyek tanah yang statusnya berasal dari 

tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Isi dari penetapan Pemerintah 

tersebut adalah pemberian atau penetapan hak atas tanah kepada subyek hak 

baik perseorangan maupun badan hukum dengan obyek suatu bidang tanah 

tertentu. 

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 

1997 pemberian hak atas tanah termasuk dalam kategori pembuktian hak baru. 

Pembuktian hak baru tersebut didahului dengan suatu penetapan pemberian 
 
 
 

17
Wantjik Saleh, Hak Anda Atas Tanah, op. cit, hlm. 15. 
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hak atas tanah dari pejabat yang berwenang memberikan hak tersebut menurut 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Obyek tanah yang 

dapat diperlakukan dengan proses pemberian hak dimaksud umumnya adalah 

atas tanah yang berasal dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. 

 

Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala 

BPN Nomor 3 tahun 1999 jo Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999 ditegaskan bahwa yang dimaksud 

dengan pemberian hak atas tanah adalah penetapan Pemerintahyang 

memberikan suatu hak atas tanah Negara, perpanjangan jangka waktu hak, 

pembaharuan hak, perubahan hak, termasuk pemberian hak di atas Hak 

Pengelolaan. 

 

Dalam proses penetapan Pemerintah yang wujudnya pemberian/ 

penetapan hak atas tanah tersebut, ada yang diberikan haknya secara langsung 

semata-mata  atas  kebaikan  Pemerintah  tanpa  terlebih  dahulu  didasarkan 

adanya bukti penguasaan atas tanahnya, juga ada penetapan hak yang terlebih 

dahulu harus dibuktikan adanya hubungan hukum antara orang dengan 

tanahnya yang merupakan bukti penguasaan atas tanahnya (hak keperdataan), 

baik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang maupun pernyataan yang 

dibuat sendiri oleh orang yang menguasai tanah tersebut apabila sejak awal 

dialah yang pertama mengerjakan bidang tanah dimaksud. 

 

Penguasaan tanah dapat merupakan permulaan adanya atau 

diberikannya hak atas tanah, dengan perkataan lain penguasaan tanah secara 



25  

 
 
 

fisik merupakan salah satu faktor utama dalam rangka pemberian hak atas 

tanahnya.  Alas  hak  secara  yuridis  ini  biasanya  dituangkan  dalam  bentuk 

tertulis dengan suatu surat keputusan, surat keterangan, surat pernyataan, surat 

pengakuan, aktaotentik maupun surat di bawah tangan dan lain-lain. 

 

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

dan Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997, 

alas hak tersebut diberi istilah data yuridis, yakniketerangan mengenai status 

hukum bidang tanah, pemegang haknya, dan pihak lain serta beban-beban lain 

yang membebaninya. 

 

Secara perdata, dengan adanya hubungan yang mempunyai tanah 

dengan tanahnya yang dibuktikan dengan penguasaan fisik secara nyata di 

lapangan atau adaalas hak berupa data yuridis berarti telah dilandasi dengan 

suatu hak keperdataan,tanah tersebut sudah berada dalam penguasaannya atau 

telah menjadi miliknya. 

 

Penguasaan atas tanah secara yuridis selalu mengandung kewenangan 

yang diberikan hukum untuk menguasai fisik tanahnya. Oleh karena itu 

penguasaan yuridis memberikan alas hak terhadap adanya hubungan hukum 

mengenai tanah yang bersangkutan. 

 

Apabila tanahnya sudah dikuasai secara fisik dan sudah ada alas 

haknya, maka persoalannya hanya menindaklanjuti alas hak yang melandasi 

hubungan tersebut menjadi hak atas tanah yang ditetapkan dan diakui oleh 

Negara agar hubungan tersebut memperoleh perlindungan hukum. Proses alas 
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hak menjadi hak atas tanah yang diformalkan melalui penetapan Pemerintah 

disebut pendaftaran tanah yang produknya adalah sertipikat tanah. 

 

Oleh karena itu alas hak sebenarnya sudah merupakan suatu legitimasi 

awal atau pengakuan atas penguasaan tanah oleh subyek hak yang 

bersangkutan, namun idealnya agar penguasaan suatu bidang tanah juga 

mendapat legitimasi dari Negara, maka harus diformalkan yang dilandasi 

dengan suatu hak atas tanah yang ditetapkan oleh Negara / Pemerintah dalam 

hal ini Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. 

 

AP. Parlindungan menyatakan bahwa : 
 

 
”Alas hak atau dasar penguasaan atas tanah sebagaimana diatur dalam UUPA 

dapat diterbitkan haknya karena penetapan Pemerintah atau ketentuan peraturan 

perundang-undangan, maupun karena suatu perjanjian khusus yang diadakan untuk 

menimbulkan suatu hak atas tanah di atas hak tanah lain (misalnya Hak Guna 

Bangunan di atas Hak Milik) dan juga karena ketentuan konversi hak, sedangkan 

ketentuan pendakuan maupun karena kadaluarsa memperoleh suatu hak dengan 

lembaga uitwijzingprocedure sebagaimana diatur dalam pasal 548 KUH Perdata tidak 

dikenal dalam UUPA, sungguhpun pewarisan merupakan juga salah satu alas hak.” 18
 

 

Dinyatakan juga bahwa dasar penguasaan atau alas hak untuk tanah 

menurut UUPA adalah bersifat derivative, artinya berasal dari ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan dari hak-hak yang ada sebelumnya, seperti 

Hak-hak Adat atas tanah dan hak-hak yang berasal dari Hak-hak Barat,
19

 

 

Jadi  secara  normatif  bukti  penguasaan  atau  pemilikan  atas  suatu 

 
bidang tanah yang diterbitkan oleh Pemerintah sebelumnya (dasar 

 
18 

AP. Parlindungan, Beberapa Masalah Dalam UUPA, Mandar Maju, Bandung, 2003. Hlm 69- 

70. 
19 

AP. Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2003 hal 3 
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penguasaan/alas hak lama) masih tetap diakui sebagai dasar penguasaan atas 

tanah karena diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundangan yang berlaku pada masa itu. 

 

Hak-hak Adat maupun Hak-hak Barat yang dijadikan sebagai alas hak 

tersebut ada yang sudah didaftar pada zaman Hindia Belanda dan ada yang 

belum didaftar. Pendaftaran hak atastanah pada waktu itu hanyapada hak-hak 

atas tanah yang tunduk pada KUH Perdata (BW), sungguhpun ada juga orang- 

orang pribumi yang mempunyai hak atas tanah yang berstatus Hak-hak Barat 

selain golongan Eropa dan Golongan Timur Asing termasuk golongan China 

setelah menyatakan dirinya tunduk pada Hukum Eropa. 

 

Golongan Bumi Putera umumnya tidak ada suatu hukum pendaftaran 

tanah yang bersifat uniform, sungguhpun ada secara sporadis ditemukan 

beberapa  pendaftaran  yang  sederhana  dan  belum  sempurna  seperti  Grant 

Sultan Deli, Grant lama, Grant Kejuran, pendaftaran tanah yangterdapat di 

kepulauan Lingga-Riau, di daerah Yogyakarta dan Surakarta dan di lain-lain 

daerah yang sudah berkembang dan menirukan sistem pendaftaran kadaster. 

Sebaliknya juga dikenal pendaftaran tanah pajak, seperti pipil, girik, petuk, 

ketitir, letter C yang dilakukan oleh Kantor Pajak di Pulau Jawa
20

. 
 

Bukti kepemilikan hak-hak atas tanah yang dapat diajukan sebagai 

kelengkapan  persyaratan  permohonan  hak  atas  tanah  sebagaimana  diatur 

dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
 
 
 

20
Ibid Hal 76. 
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1997 dan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN 

Nomor 3 Tahun 1997 dapat dikategorikan sebagai alas hak, sungguhpun 

sebagaimana diuraikan di atas bahwa terhadap alas hak dimaksud dapat 

diproses  pendaftaran  tanahnya  melalui  konversi  atau pengakuan/penegasan 

hak atas tanah. 

 

Surat-surat yang dikategorikan sebagai alas hak atau data yuridis atas 

tanah pada dasarnya merupakan keterangan tertulis mengenai perolehan tanah 

oleh seseorang, misalnya saja dengan berupa pelepasan hak bekas pemegang 

hak, pernyataan tidak keberatan dari bekas pemegang hak tentunya setelah ada 

ganti rugi. Syarat ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan 

Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan 

yang bunyinya "sebelum mengajukan permohonan hak atas tanah, pemohon 

harus menguasai tanah yang dimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data 

fisik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
21

 

 

 
Selanjutnya Pasal 18 ayat (2) angka 2 Peraturan tersebut ditentukan 

bahwa keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data 

fisik adalah : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

21
Djoko Walijatun, Persyaratan Permohonan hak, Majalah Renvoy   No. 10.34.III, Maret 2006, 

hal. 65. dikutip dari   Edi Sahputra : Tinjauan Hukum Terhadap Pengaturan Penguasaan Dan 

Penggunaan Tanah Di Kawasan Pantai Studi Di Kecamatan Medan Belawan, 2009. Hal 133. 
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a.   Dasar penguasaannya, dapat berupa akta pelepasan kawasan hutan, 

akta pelepasan bekas tanah milik adat dan surat bukti perolehan 

tanah lainnya; 

b.   Letak, batas-batas dan luasnya; dan 

 
c.   Jenis usaha (pertanian, perikanan atau peternakan) 

 
Dalam hal ini yang termasuk kategori alas hak adalah data yuridisnya 

yaitu dasar penguasaannya, dapat berupa akta pelepasan kawasan hutan, akta 

pelepasan bekas tanah milik adat dan surat bukti perolehan tanah lainnya. 

 

Penguasaan tanah tersebut menurut Pasal 1 angka (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang PenatagunaanTanah adalah 

hubungan hukum antara orang-perorang, kelompok orang, atau badan hukum 

dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 5 tahun 

1960  tentang  Peraturan  Dasar  Pokok  Pokok  Agraria.  Setelah  ditentukan 

adanya alas hak atas tanah, maka diatur juga tata cara pemberian/penetapan 

dari hak atas tanah tersebut, sesuai dengan tuntutan konstitusi dan makna dari 

Negara Hukum yang menginginkan segala sesuatu yang berkaitan dengan 

kebijakan dan tindakan pejabat dalam melaksanakan tugas kenegaraan harus 

didasarkan pada hukum yang berlaku. 

 

Tata cara pemberian/penetapan hak tersebut termasuk dalam kategori 

aturan formalitas yang harus dijalankan dan dilaksanakan oleh pejabat terkait 

maupun  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dengan  obyek  tanah/lahan  yang 

akan didaftarkan/disertipikatkan. 
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Aturan formalitas ini penting karena sesuai dengan tuntutan konstitusi 

dan makna dari Negara Hukum yang menginginkan segala sesuatu yang 

berkaitan dengan kebijakan dan tindakan pejabat dalam melaksanakan tugas 

kenegaraan harus didasarkan pada hukum yang berlaku. 

 

Dalam hal pemberian atau penetapan hak atas tanah ini baru dapat 

diproses haknya apabila diajukan permohonan oleh pemilik tanah dengan 

melampirkan  kelengkapan  persyaratan  baik  tanda  identitas  maupun  alas 

haknya yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara pemohon dengan 

tanahnya. 

 

Setelah  dibuktikan  adanya  hubungan  hukum  atau  penguasaan  atas 

tanah yang dimiliki oleh pemohon (subyek hak), maka Pemerintah sebagai 

pemangku Hak Menguasai Negara yang berwenang melakukan pengaturan 

dan menentukan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan tanah, 

melaksanakan tugasnya memformalkan hubungan hukum tersebut dengan 

memberikan hak-hak atas tanah yang dibuktikan dengan penerbitan keputusan 

pemberian haknya. 

 

Pemberian hak tersebut, jika dilihat dari ketentuan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 termasuk pada kategori pendaftaran tanah 

untuk pertama kali, artinya dilakukan terhadap obyek tanah yang sebelumnya 

belum terdaftar, baik yang dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara 

sistematik maupun secara sporadik. 
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Secara prosedural, pemberian hak atas tanah yang dikaitkan dengan 

ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 terlebih dahulu 

dilakukan pengukuran dan pemetaan, kegiatan pengukuran dan pemetaan 

berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 

meliputi : a) Pembuatan peta dasar pendaftaran; b) Penetapan batas bidang- 

bidang tanah; c) Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan 

pembuatan peta pendaftaran; d) Pembuatan daftar tanah dan; e) Pembuatan 

surat ukur. 

 

Kemudian secara administratif, formalitas dari pemberian hak atas 

tanah Negara berpedoman Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN 

Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas 

Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. 

 

Persyaratan pemberian Hak Milik antara lain mengajukan permohonan 

tertulis kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI melalui Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kota dengan memuat keterangan mengenai identitas 

pemohon, keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data 

fisik,
22 

dengan dilampiri : 

 

a.   Fotokopi identitas pemohon (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga 

 
untuk perorangan dan Akta Pendirian untuk badan hukum). 

 
 
 
 
 
 

22 
Pasal 8 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 

1999 
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b. Keterangan mengenai tanahnya, yaitu data yuridis (surat-surat bukti 

perolehan tanahnya atau dasar penguasaanatau alas haknya), data fisik 

(Surat Ukur/peta pendaftaran dan IMB apabila ada) dan surat lain yang 

dianggap perlu. 

c.   Surat Pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah 

yang dimiliki oleh Pemohon. 

d.   Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB tahun terakhir, sebagai 

persyaratan tambahan untuk kepentingan penghitungan uang pemasukan 

dan BPHTB. 

Prosedur  pemberian  /  penetapan  hak  atas  tanah  tersebut,  dimulai 

dengan pengajuan permohonan yang bersangkutan kepada Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten/Kota (Khusus untuk Hak Guna Usaha diajukan melalui 

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi) setelah melengkapi semua persyaratan 

yang diperlukan, selanjutnya dilakukan kegiatan sebagai berikut: 

 

1.  Pengukuran kadastral atas tanah yang dimohon oleh petugas ukur dari 

instansi Badan Pertanahan Nasional dengan biaya tertentu yang didasarkan 

pada  luas  bidang  tanah  yang  dimohon.  Pelaksana  pengukuran  sesuai 

dengan kewenangannya, yakni sampai dengan seluas 10 Ha oleh Kantor 

Pertanahan, seluas 10 – 1000 Ha oleh Kanwil Badan Pertanahan Nasional 

Provinsi dan lebih dari 1000 Ha oleh Badan Pertanahan Nasional RI, 

hasilnya berupa Surat Ukur atau Peta Pendaftaran Tanah. 

2.   Berkas permohonan tersebut diperiksa dan diteliti data yuridis dan data 

 
fisiknya oleh Panitia Pemeriksaan Tanah “A” (untuk Hak Milik, Hak Guna 
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Bangunan dan Hak Pakai dan Hak Pengelolaan) dan Panitia Pemeriksaan 

Tanah “B”, (untuk Hak Guna Usaha) hasilnya berupa Risalah Panitia 

Pemeriksaan Tanah. 

3.  Apabila berkas permohonan telah memenuhi syarat dan telah diterbitkan 

Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah, maka diterbitkan Surat Keputusan 

tentang Penetapan/pemberian Haknya oleh pejabat yang berwenang. 

4.  Surat Keputusan Penetapan/Pemberian Hak tersebut disampaikan kepada 

pemohon. Surat Keputusan tentang Penetapan/Pemberian Haknya tersebut 

didaftarkan pada Kantor Pertanahan setempat dan oleh Kantor Pertanahan 

diterbitkan sertipikat Tanah sesuai jenis haknya untuk selanjutnya 

diserahkan kepada penerima hak yang bersangkutan. 

Terhadap ketentuan formal yang mengatur mengenai prosedur 

penetapan/pemberian   hak   atas   tanah   tersebut   telah   ada   aturan   yang 

menetapkan tentang kepastian persyaratan, waktu penyelesaian dan besarnya 

biaya yang  dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Pengaturan Operasional Pelayanan 

Pertanahan (SPOPP). 

 

Kepastian persyaratan telah diuraikan di atas, kepastian waktu 

penyelesaian ditempelkan pada papan pengumuman pada Kantor Pertanahan 

setempat dan kepastian biaya pelayanan pertanahan telah dipertegas dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2002. 
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B.  DASAR HUKUM HAK ATAS TANAH 

 
Hak menguasai dari Negara adalah sebutan yang diberikan oleh UUPA 

lembaga hukum konkret antara Negara dan tanah imdonesia , yang isi dan 

tujuanyna dalam pasal 2 ayat 1,2,3 dan 4 sebagai berikut : 

 
1.   Atas dasar kesatuan dalam pasal 33 ayat 3 undang-undang dasar 1945 dan 

hal-hal  sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 , bumi , air dan ruang 

angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu , pada 

tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi seluruh rakyat. 

2.  Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi 

wewenang untuk : 

 
a.   Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan 

dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut. 

b.  Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang- 

orang dengan bumi, air dan ruang angkasa. 

c.   Menentukan  dan  mengatur  hubungan-hubungan  antara  orang-orang 

dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi air dan luar 

angkasa. 

 
3.   Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara terssebut 

pada ayat 2 pasal ini, digunakan untuk mencapai sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat, dalam arti kebangsaan , kesejahteraan dan 

kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang 

merdeka berdaulat, adil dan makmur. 
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4. Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat 

dikuasakan kepada daerah-daerah swantara dan masyarakat-masyarakat 

hokum adat,   sekedar   diperlukan   dan   tidak   bertentangan   dengan 

kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. 

 
Pengaturan tentang penggunaan tanah ini, pertama kali dapat dilihat 

dari ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUPA menentukan sebagai berikut: 

 

“Hak menguasai negara termaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang 
 

untuk: 
 

 

a.   Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan 

pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut. 

b.   Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 

dengan bumi, air dan ruang angkasa; 

c.   Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 

dengan perbuatan-perbuatan hukum yang menganai bumi, air dan ruang 

angkasa; 

Dalam   hal   mengatur   dan   menyalenggarakan   penggunaan   tanah 

tersebut, lebih lanjut diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UUPA menentukan bahwa 

Pemerintah diberikan kewenangan membuat suatu rencana umum mengenai 

persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya: 

 

a.   Untuk keperluan Negara. 

 
b.   Untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya sesuai 

dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa; 
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c.   untuk  keperluan  pusat-pusat  kehidupan masyarakat,  sosial,  kebudayaan 

dan lain-lain kesejahteraan; 

d.   untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan 

perikanan serta sejalan dengan itu; dan, 

e.   untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan 

pertambangan. 

Dalam memori penjelasan Umum UUPA pada point II angka 8 

dinyatakan bahwa untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita bangsa dan 

negara dalam bidang agraria. perlu adanya suatu rencana (“planning”) 

mengenai  peruntukan,  penggunaan  dan  persediaan  bumi,  air  dan  ruang 

angkasa  untuk  pelbagai  kepentingan  hidup  rakyat  dan  negara  :  Rencana 

Umum (“national planning”) yang meliputi seluruh wilayah Indonesia yang 

kemudian  diperinci  menjadi  rencana-rencana  khusus(“regional  planning”) 

dari tiap-tiap daerah (pasal 14). 

 

Dengan adanya planning itu maka penggunaan tanah dapat dilakukan 

secara terpimpin dan teratur hingga dapat membawa manfaat yang sebesar- 

besarnya bagi Negara dan Rakyat. 

 

Kemudian dalam penjelasan pasal 14 UUPA ditentukan bahwa 

mengingat  akan  corak  perekonomian  Negara  di  kemudian  hari  di  mana 

industri dan pertambangan akan mempunyai peranan yang penting, maka di 

samping perencanaan untuk pertanian perlu diperhatikan pula keperluan untuk 

industri dan pertambangan.Perencanaan itu tidak saja bermaksud menyediakan 
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tanah  untuk  pertanian,  peternakan,  perikanan,  industri  dan  pertambangan, 

tetapi juga ditujukan untuk memajukannya. 

 

Sebagai tindak lanjut dariPasal 14 UUPA, telah diterbitkan Undang- 

Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang telah 

disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

68). 
 

 
Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2004 tentang 

Penatagunaan Tanah menjelaskan bahwa Penguasaan tanah adalah hubungan 

hukum antara orang per-orang, kelompok orang atau badan hukum tertentu 

dengan tanah tertentu sebagaimanadimaksud dalam Undang Undang Nomor 5 

tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria. 

 

Hubungan hukum tersebut ditunjukkan dengan adanya alat-alat bukti 

yang ditentukan oleh ketentuan hukum yang ada dan berlaku, baik secara 

tertulis, pengakuan dan kesaksian pihak lain maupun secara faktual yang 

ditunjukkan dengan adanya tanda-tanda pada obyek tanahnya, seperti tanda 

batas bidang tanah berupa patok, parit, pagar atau tanda batas alamseperti 

jalan, sungai, lembah, bukit, pepohonan dan lain-lain, maupun bentuk 

penguasaan atau pengusahaan secara fisik di lapangan. Apabila hubungan 

hukum tersebut diformalkan atau dilegalisasi oleh Negara, sehingga Negara 

memberikan dan menentukan kewenangan, kewajiban dan/atau larangan bagi 
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pemegang haknya untuk berbuat sesuatu dengan tanah yang dihakinya, maka 

penguasaan tanah tersebut dapat menjadi hak penguasaan atas tanah. 

 

Hak penguasaan atas tanah dapat diartikan sebagai lembaga hukum 

jika belum dihubungkan dengan tanah dan subyek tertentu, juga hak 

penguasaan atas tanah dapat merupakan hubungan yang konkrit (subjektief 

recht) jika dihubungkan dengan tanah tertentu dan subyek tertentu sebagai 

pemegang haknya.
23

 

 

Menurut Boedi Harsono, hak-hak penguasaan atas tanah yang dikenal 

dalam UUPA, dapat disusun dalam jenjang tata susunan atau hirarkhi sebagai 

berikut : 

 

1.   Hak Bangsa Indonesia (pasal 1). 

 
2.   Hak Menguasai dari Negara (pasal 20). 

 
3. Hak Ulayat masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut 

kenyataannya masih ada (pasal 3). 

4.   Hak-hak perorangan: 

 
a.   Hak-hak atas tanah (pasal 4): 

 
1.   Primer  :  Hak  Milik,  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna  Bangunan,  yang 

diberikan oleh Negara, Hak Pakai, yang diberikan oleh Negara dan Hak 

Pengelolaan (pasal 16). 

2.   Sekunder:  Hak  Guna  Bangunan  dan  Hak  Pakai,  yang  diberikan  oleh 

pemilik tanah, Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang, Hak 

Sewa dan lain-lainnya (pasal 37, 41 dan 53). 
 

 
 

23
Ibid.Hlm 201 
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b.   Wakaf (pasal 49) 

 
c.   Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (Undang-undang No 16 Tahun 

 
1985 tentang Rumah Susun) 

 
d.   Hak Jaminan Atas Tanah: 

 
a.   Hak Tanggungan (pasal 23, 33, 39 dan 51) 

 

b.   Fidusia (Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985).
24

 

 
 
 
 

C.  MACAM-MACAM HAK ATAS TANAH 

 
Dalam  Undang-Undang  Nomor  5  Tahun  1960  Tentang  Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria, pada pasal 4 ayat (1) dan (2) mengemukakan 

bahwa atas dasar hak menguasai dari Negara ditentukan adanya macam- 

macam hak atas tanah, yang dapat diberikan perorangan, kelompok maupun 

badan hukum, dimana hak atas tanah ini memberikan wewenang untuk 

memanfaatkan dan menpergunakannya yang langsung berhubungan dengan 

tanah itu, dengan batasan UUPA dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi 

lainnya. 

Sehubungan dengan hak atas tanah diatas, maka di tuangkan secara 

mengkhusus mengenai hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak 

pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil utang dan hak lain 

yang  tidak  termasuk  dalam  hak  diatas.  Untuk  lebih  lengkapnya  akan 

dijabarkan sebagai berikut. 

(1)  Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 ialah: 
 

 
 
 

24
Ibid Hal 204-205. 
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a. hak milik; 

b.   hak guna-usaha; . 
c. hak guna-bangunan; 

d.   hak pakai; 
e. hak sewa ; 

f. hak membuka tanah ; 

g.   hak memungut- hasil- hutan; 
 

h.   hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan 

ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai 

yang disebutkan dalam pasal 53. 

 

 
 

Macam-macam hak atas tanah dimuat dalam pasal 16 Jo 53 UUPA, 

yang dikelompokkan menjadi 3 macam yaitu: 

1.   Hak atas tanah yang bersifat tetap 

 
Hak-hak atas tanah ini akan tetap ada selama UUPA masih berlaku atau 

belum dicabut dengan undang-undang yang baru. Contoh: HM. HGU, 

HGB, HP, Hak Sewa untuk Bangunan dan Hak Memungut Hasil Hutan 

2.   Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang 

 
Hak atas tanah yang akan lahir kemudian, yang akan ditetapkan dengan 

undang-undang. 

3.   Hak atas tanah yang bersifat sementara. 

 
Hak atas tanah ini sifatnya sementara, dalam waktu yang singkat akan 

dihapus dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan, feodal dan 

bertentangan dengan jiwa UUPA. Contoh: Hak Gadai,, Hak Usaha Bagi 

Hasil, Hak Menumpang, dan hak sewa tanah pertanian.
25

 

 
 
 
 
 
 

25 
Hak –hak atas tanah menurut UUPA dan PP. No. 40/1996 di akses di 

hasyimsoska.blogspot.com/.../hak-hak-atas-tanah-menurut-uupa-dan-pp/40/1996. 
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Menyangkut dengan hak –hak atas tanah maka, kita perlu 

mengkaitkannya dengan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, makna 

“dikuasai” oleh negara bukan berarti bahwa tanah tersebut harus “dimiliki” 

secara keseluruhan oleh Negara, tetapi pengertian “dikuasai” itu membawa 

wewenang kepada negara sebagai organisasi kekuasaan dari Bangsa Indonesia 

untuk tingkatan tertinggi.
26

 
 

 
 

1.   Mengatur  dan  menyelenggarakan  tanah  untuk  penggunaan,  persediaan, 

dan pemeliharaannya; 

2.   Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas bagian dari 

bumi, air, dan runag angkasa di atas tanah itu; 

3.   Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dan 

perbuatan hukum antara orang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa di 

atas tanah itu. 

Segala sesuatu yang disebutkan di atas itu dengan tujuan untuk 

mencapai kemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat adil dan makmur, 

walaupun demikian tidak secara keseluruhan dari tanah tersebut melekat 

apabila sudah memiliki hak atas permukaan tanah. Dalam UUPA hak atas 

tanah  tidak  meliputi  pemilikan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di  dalam 

tubuh bumi di bawahnya. 

Boedi Harsono mengemukakan bahwa berdasarkan penjelasan dalam 

pasal 8 UUPA disebutkan karena hak-hak atas tanah itu hanya memberi hak 

atas permukaan bumi, maka wewenang-wewenang yang bersumber 
 
 

26 
G. Kartasapoetra, Masalah Pertanahan Indonesia, PT Bineka Cipta. Jakarta. 1992. Hlm 2. 
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daripadanya tidaklah mengenai kekayaan-kekayaan alam yang terkandung 

dalam tubuh bumi, air dan runag angkasa. Oleh karena itu maka pengambilan 

kekayaan yang dimaksudkan itu memerlukan pengaturan tersendiri. Ketentuan 

ini merupakan pangkal bagi perundang-undangan pertambangan dan lain- 

lainnya.
27

 

C.1. Hak Milik 
 

Dalam berbagai literatur di defenisikan berbagai bentuk dan sudut 

pandang mengenai hak milik atas atas tanah. Hak milik sebagai salah satu hak 

yang melekat dalam benda menjadikannya selalu jadi kajian yang serius dalam 

penentuan dan pembentukan pokok-pokok hak suatu benda. 

Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat 

dipunyai orang atau badan hukum atas tanah dengan mengingat fungsi sosial 

pasal 20 UUPA. Sifat kuat dan terpenuhi berarti yang paling kuat dan paling 

penuh, berarti pula bahwa pemegang hak milik atau pemilik tanah itu 

mempunyai hak untuk berbuat bebas, artinya boleh mengasingkan tanah 

miliknya kepada pihak lain dengan jalan menjualnya, menghibahkan, 

menukarkan dan mewariskannya. 

“Turun temurun” artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus 

selama pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya sudah meninggal dunia, 

maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi 

syarat sebagai subjek hak milik. “Terkuat”, artinya hak milik atas tanah lebih 

kuat bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai 
 

 
 
 

27 
Ibid, Hlm 19. 



43  

 
 
 

batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain dan tidak 

mudah dihapus. “Terpenuh”, artinya hak milik atas tanah member wewenang 

kepada pemiliknya paling luas dibandingkan degan hak atas tanah yang lain, 

dapat menjdi induk bagi hak atas tanah yang lain, tidak berinduk pada hak atas 

tanah  yang  lain,  dan  penggunaan  tanahnya  lebih  luas  bila  dibandingkan 

dengan hak atas tanah yang lain. 

Hak  milik  adalah  hak  untuk  menikmati  kegunaan  sesuatu  benda 

dengan leluasa dan untuk berniat bebas terhadap kebendaan itu, dengan 

kedaulatan sepenuhnya asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau 

peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak 

menetapkannya, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain.
28

 

Dengan   dikuasainya   suatu   benda   berdasarkan   hak   milik,   maka 

 
seseorang pemegang hak milik diberikan kewenangan untuk meguasainya 

secara tenteram dan untuk mempertahankannya terhadap siapapun yang 

bermaksud untuk mengganggu ketenteramannya dalam menguasai, 

memanfaatkan serta mempergunakan benda tersebut. 

Pada dasarnya hak milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh warga 

negara Indonesia tunggal saja, dan tidak dapat dimiliki oleh warga negara 

asing dan badan hukum, baik yang didirikan di indonesia maupun yang 

didirikan diluar negeri dengan pengecualian badan-badan hukum tertentu yang 

diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 38 tahun 1963. Ini berarti selain 
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warga  Negara  Indonesia  tunggal,  dan  badan-badan  yang  ditunjuk  dalam 

peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 1963. 

Terdiri Dari: 

 
a.   Bank-bank yang didirikan oleh negara (selanjutnya disebut Negara Bank); 

 
b.   Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasarkan 

 
Undang-Undang No. 79 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 

 
139); 

 
c.   Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/ Agraria 

setelah mendengar Menteri Agama. 

d.   Badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria Setelah 
 

Mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial.
29

 

 
C.2. Hak Pakai 

 
Hak pakai menurut pasal 41 UUPA hak yang diberikan Negara untuk 

digunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh 

Negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban 

yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang 

memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan 

perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanahnya, segala sesuatu 

asal tidak bertentangan dengan asas dan ketentuan Undang-undang Pokok 

Agraria. 

Dalam  hal  misalnya  bagi  kedutaan-kedutaan  dapat  diberikan  hak 

 
pakai,  jadi  pemakaian  tanahnya  bukan  dalam  rangka  perjanjian  sewa- 

 

 
29 
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menyewa atau perjanjian pengolahan tanah dan lain sebagainya, hak pakai ini 

dapat  berlaku  sepanjang  tanahnya  dipergunakan  untuk  itu.  Pemberian  hak 

pakai dapat dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa yang 

berupa apapun. Akan tetapi, tidak boleh diserati syarat-syarat yang 

mengandung unsur pemerasan. Yang dapat mempunyai hak pakai menurut 

pasal 39 PP. Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna 

Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah yaitu: 

a.   Warga Negara Indonesia; 

 
b.   Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan 

di Indonesia; 

c.   Departemen,  Lembaga  Pemerintah  Non  Departemen  dan  Pemerintah 

 
Daerah; 

 
d.    Badan-badan keagamaan dan sosial; 

 
e.   Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia; 

 
f.  Perwakilan negara asing dan perwakilan badan Internasional. 

 

 

Tentang pengalihan hak pakai, menurut pasal 54 PP. Nomor 40 Tahun 

 
1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas 

Tanah sepanjang mengenai tanah yang langsung dikuasai pengalihannya 

kepada pihak lain haruslah seizin pejabat yang berwenang, sedang hak pakai 

atas tanah milik hanya dapat dialihkan kepada pihak lain, apabila 

memungkinkan dalam perjanjian yang bersangkutan dengan pemilik tanahnya. 
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C.3. Hak Pengelolaan 

 

 
Di   dalam   praktek   dikenal   pula   adanya   hak   pengelolaan   yang 

bersumber  pada  UUPA,  dimana  perumusan  mengenai  hak  pengelolaan 

tersebut dituangkan dalam PP. Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan 

pasal 1 ayat (3) sebagai berikut: 

“Hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangannya 

sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya” 

Tanah yang langsung dikuasai oleh negara yang memberi wewenang 

kepada pemegang haknya untuk: 

a.   Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut; 

 
b.   Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya; 

 
c.  Menyerahkan bagian-bagian dari tanah itu kepada pihak ketiga menurut 

persyaratan yang ditentukan oleh prusahaan pemegang hak tersebut yang 

meliputi segi-segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu pemberian hak 

atas tanah kepada pihak ketiga yang bersngkutan dilakukan oleh pejabat 

yang berwenang sesuai PMDN No. 6 Tahun 1972 jo. No. 5 Tahun 1973 

dan perundang-undangan lainnya yang berlaku; 

d.   Menerima uang pemasukan dan/atau uang wajib tahunan”. 

 
Seperti dengan hak-hak atas tanah yang lain dimana hak-hak tersebut 

dapat habis karena sesuatu hal, maka hak pengelolaan juga habis karena: 

a. Dilepaskan oleh pemegang haknya; 
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b. Dibatalkan karena tanahnya tidak dipergunakan sesuai pemberian haknya; 
 
 
 

c. Dicabut oleh Negara untuk kepentingan umum; 
 
 
 

d. Karena berakhir jangka waktunya 

 
Disamping penguasaan tanah negara dengan hak pengelolaan, dapat 

juga merupakan dasar untuk menyelenggarakan perusahaan tanah oleh daerah- 

daerah dan instansi-instansi lain. Pada umumnya tanah-tanah yang diberikan 

dengan hak pengelolaan itu merupakan tanah-tanah bangunan yang sudah 

dimatangkan sendiri oleh penerima hak. 

 

C.4. Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil Hutan 

 
Dalam pasal 46 ayat (1) dan (2) UUPA menyatakan bahwa: 

 
1.   Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai 

oleh warga Negara Indonesia dan diatur dengan peraturan pemerintah. 

2.   Dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak 

dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah itu.
30

 

Lebih lanjut hak membuka tanah dan memungut hasil hutan di atur 

dalam Lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976, tanggal 13 Januari 

1976 Tentang Pedoman Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Keagrariaan, Dengan 

Bidang Tugas Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi Dan Pekerjaan Umum, 

mengenai   pelaksanaan   pemberian   hak   pengusahaan   hutan   dan   hak 

pemungutan hasil hutan. 
 
 
 
 
 

30 
Boedi Harsono. op. cit. Hlm. 19. 
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D.  PIHAK YANG BERWENANG MENERBITKAN ALAS HAK ATAS 

TANAH 

Kewenangan pemberian alas hak atas tanah menurut Peraturan Menteri 

 
Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1999: 

 
1.   Kewenangan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi yaitu: 

 
a. Pemberian hak milik untuk tanah pertanian yang luasnya lebih dari  2 Ha 

 
(dua hektar). 

 
b. Pemberian hak milik untuk tanah non pertanian yang luasnya diatas 2000 

 
M2 - 5000 M2 (dua meter persegi). 

 
2.  Kewenangan Kepala BPN Pusat yaitu: Pemberian hak milik untuk tanah 

non pertanian yang luasnya lebih dari 5000 M2. 

3.   Kewenangan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yaitu: 

 
a. Pemberian hak milik atas tanah yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha (dua 

hektar). 

b. Pemberian hak milik atas tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih 

dari 2000 M2, kecuali mengenai tanha bekas Hak Guna Usaha. 

c. Pemberian hak milik atas tanah dalam rangka pelaksanaan program: 

 
1.  Transmigrasi 

 
2.  Redistribusi tanah 

 
3.  Konsolidasi tanah 

 
4.   Pendaftaran tanah secara massal baik dalam rangka pelaksanaan 

pendaftaran tanah secara sistematik maupun sporadik. 
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Apabila semua keterangan yang diperlukan telah lengkap dan tidak ada 

keberatan dari pihak lain, maka dalam hal keputusan pemberian hak milik 

kewenangannya telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota, setelah mempertimbangkan pendapat kepala Seksi Hak Atas 

Tanah atau pejabat yang ditunjuk atau Tim Penelitian Tanah atau Panitia 

Pemeriksa Tanah A, kemudian Kepala kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 

menerbitkan Sutar Keputusan pemberian hak milik atas tanah negara yang 

dimohon dengan kewajiban tertentu. 

E.  HAK ATAS TANAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM 

 
Hukum    pertanahan    dalam    Islam    dapat    didefinisikan    sebagai 

hukum-hukum   Islam   mengenai   tanah   dalam kaitannya   dengan   hak 

kepemilikan    (milkiyah),    pengelolaan    (tasharruf),    dan    pendistribusian 

(tauzi')  tanah. 
31 

Dalam pandangan Islam, segala  sesuatu  yang ada di  langit 

dan    bumi    termasuk  tanah  hakikatnya  adalah  milik  Allah  SWT  semata. 

Firman Allah SWT (artinya), "Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan 

bumi dan   kepada   Allah-lah   kembali   (semua   makhluk)."   (QS   An-Nuur 

[24]  :  42).  Allah  SWT  juga  berfirman (artinya),"Kepunyaan-Nyalah 

kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha 

Kuasa atas segala sesuatu." (QS Al -Hadid [57] : 2). 

Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa pemilik hakiki dari segala 

sesuatu (termasuk tanah) adalah Allah SWT   semata. Kemudian Allah Swt. 

sebagai pemilik hakiki, memberikan kuasa (Istikhlaf) kepada manusia untuk 
 

 
31

Jamaluddin Mahasari,Pertanahan Dalam Hukum Islam, Gama Media, Yogyakarta, 2008.Hlm 
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mengelola milik Allah Swt. ini sesuai dengan hukum-hukum-Nya dalam Q.S. 

Al-Hadid[57]:7) yang artinya: “Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya 

dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah Telah menjadikan kamu 

menguasainya[1456]. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan 

menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.” 

Islam telah menjelaskan filosofi kepemilikan tanah dalam Islam yang 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pemilik hakiki dari tanah adalah Allah Swt. 

 
2.   Allah Swt. sebagai  pemilik hakiki telah memberikan kuasa kepada 

Manusia untuk mengelola tanah menurut hukum-hukum Allah Swt. 

Kepemilikan (milkiyah, ownership) dalam Syariah Islam didefinisikan 

sebagai hak yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi manusia untuk 

memanfaatkan suatu benda. Kepemilikan tidaklah lahir dari realitas fisik suatu 

benda, melainkan dari ketentuan hukum Allah pada benda itu. Syariah Islam 

telah mengatur persoalan kepemilikan tanah secara rinci, dengan 

mempertimbangkan 2 (dua) aspek yang terkait dengan tanah, yaitu : (1) zat 

tanah (raqabah al-ardh), dan (2) manfaat tanah (manfaah al-ardh), yakni 

penggunaan         tanah         untuk         pertanian         dan         sebagainya. 

Dalam Syariah Islam ada 2 (dua) macam tanah yaitu : (1) tanah usyriah (al- 

ardhu al-’usyriyah), dan (2) tanah kharajiyah (al-ardhu al-kharajiyah).
32

 

Tanah Usyriah adalah tanah yang penduduknya masuk Islam secara 

damai tanpa peperangan, contohnya Madinah Munawwarah dan Indonesia. 
 

 
32 

http://forumpenilaipublik.blogspot.co.id/2013/04/hukum-pertanahan-menurut-syariah- 
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Termasuk tanah usyriah adalah seluruh Jazirah Arab yang ditaklukkan dengan 

peperangan, misalnya Makkah, juga tanah mati yang telah dihidupkan oleh 

seseorang (ihya`ul mawat). Tanah usyriah ini adalah tanah milik individu, baik 

zatnya (raqabah), maupun pemanfaatannya (manfaah). Maka individu boleh 

memperjualbelikan, menggadaikan, menghibahkan, mewariskan, dan 

sebagainya. 

Menurut  Abdurrahman  Al-Maliki,  tanah  dapat  dimiliki  dengan  6 

(enam) cara menurut hukum Islam, yaitu melalui : (1) jual beli, (2) waris, (3) 

hibah, (4) ihya`ul mawat (menghidupkan tanah mati), (5) tahjir (membuat 

batas  pada  tanah  mati),  (6)  iqtha`  (pemberian  negara  kepada  rakyat).
33

 

Mengenai  jual-beli,  waris,  dan  hibah  sudah  jelas.  Adapun  ihya`ul  mawat 

 
artinya adalah menghidupkan tanah mati (al- mawat). Pengertian tanah mati 

adalah tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan oleh seorang 

pun. Menghidupkan tanah mati, artinya memanfaatkan tanah itu, misalnya 

dengan bercocok tanam padanya menanaminya dengan pohon, membangun 

bangunan di atasnya, dan sebagainya. 

Sabda  Nabi  SAW,  ”Barangsiapa  yang  menghidupkan  tanah  mati, 

maka tanah itu menjadi miliknya.” (HR Bukhari). Tahjir artinya membuat 

batas pada suatu tanah. Nabi SAW bersabda, ”Barangsiapa membuat suatu 

batas  pada  suatu  tanah  (mati),  maka  tanah  itu  menjadi  miliknya.”  (HR 

Ahmad). Sedang iqtha`, artinya pemberian tanah milik negara kepada rakyat. 
 
 
 
 
 

 
33 
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Nabi SAW pada saat tiba di kota Madinah, pernah memberikan tanah kepada 

 
Abu Bakar As-Shiddiq dan Umar bin Khaththab. 

 
Syariat  Islam  menetapkan  bahwa  hak  kepemilikan  tanah  pertanian 

akan hilang jika tanah itu ditelantarkan tiga tahun berturut-turut. Negara akan 

menarik tanah itu dan memberikan kepada orang lain yang mampu 

mengolahnya.
34  

Umar bin Khaththab pernah berkata, ”Orang yang membuat 

batas pada tanah (muhtajir) tak berhak lagi atas tanah itu setelah tiga tahun 

ditelantarkan.” Umar pun melaksanakan ketentuan ini dengan menarik tanah 

pertanian milik Bilal bin Al-Harits Al-Muzni yang ditelantarkan tiga tahun. 

Para sahabat  menyetujuinya  sehingga menjadi  Ijma‟  Sahabat  (kesepakatan 

para sahabat Nabi SAW) dalam masalah ini. Pencabutan hak milik ini tidak 

terbatas pada tanah mati (mawat) yang dimiliki dengan cara tahjir (pembuatan 

batas) saja, namun juga meliputi tanah pertanian yang dimiliki dengan cara- 

cara lain tas dasar Qiyas. Sebab yang menjadi alasan hukum (illat, ratio legis) 

dari  pencabutan  hak  milik  bukanlah  cara-cara  memilikinya,  melainkan 

penelantaran selama tiga tahun (ta‟thil al-ardh).
35

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 Ibid. 
35 
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